KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELASIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16.U1/14/KPN/SK/HK.00.8/11/2023
TENTANG

IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya, maka  dipandang perlu untuk
mengimplementasikan layanan pengaduan pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 -
Nomor 02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial
Nomor 047 /SKB/MA/IV /2009 -
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim;

5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama,;

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012
tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan
Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis
Kehormatan Hakim;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
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(Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA TENTANG IMPLEMENTASI LAYANAN
PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA

Layanan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya sebagaimana Lampiran, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

2. Yth. Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/RB/ZI PN Palangkaraya:
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.

Ditetapkan di: Palangkaraya
Pada tanggal: 16 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16.U1/14/KPN/SK/HK.00.8/11/2023

TANGGAL 16 Februari 2023

LAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

A. DASAR

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

B. KETENTUAN UMUM

a. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau
indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman
perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku
Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode
perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara
atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil,
maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran
pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

b. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi
penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi,
klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan
pengarsipan.

c. Meja Pengaduan adalah unit kerja khusus yang ditunjuk untuk
menangani Pengaduan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Meja
Pengaduan bertugas melayani dan menerima Pengaduan serta
memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau
Pelapor berkaitan dengan proses penanganan Pengaduan.

d. Pimpinan Pengadilan Negeri adalah Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

e. Hakim adalah Hakim, Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri
Palangkaraya;

f. Pihak terkait adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di
Pengadilan Negeri Palangkaraya yang meskipun tidak ditunjuk
sebagai pihak yang diadukan oleh Pelapor di dalam pengaduannya
tetapi karena kedudukan, tugas dan fungsinya ada keterkaitan
dengan masalah yang diadukan.

g. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pengadilan
Negeri Palangkaraya yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan
Pengadilan, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

h. Pelanggaran adalah sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang
dilakukan oleh seorang Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik
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dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan
tugas.

i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada Pelapor,
Terlapor, Saksi-Saksi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk
mendapatkan dokumen-dokumen terkait (surat atau elektronik),
barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan
kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim
pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan
pelanggaran.

j- Konfirmasi adalah tindakan meminta informasi kepada Pelapor
untuk memperjelas suatu laporan/Pengaduan.

k. Klarifikasi adalah tindakan meminta tanggapan atau penjelasan
mengenai hal yang diadukan kepada Terlapor dan/atau pihak
terkait.

l. Rekomendasi adalah usul atau saran dari tim pemeriksa kepada
pejabat yang berwenang mengenai keputusan yang harus diambil
berdasarkan hasil pemeriksaan.

m. Tindak lanjut adalah kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh
pimpinan atau pejabat pada unit kerja yang berwenang atas
rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan
Pengaduan atau temuan hasil pemeriksaan.

n. Rehabilitasi adalah pemulihan kehormatan dan nama baik
Terlapor bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan
tidak terbukti melakukan pelanggaran.

o. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

p. Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN dan Hakim
Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan/atau masyarakat lainnya
yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau
pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim,
Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik
dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran
hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil
atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan
publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik
Negara pada Pengadilan,;

q.- Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di
Pengadilan Negeri yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya
secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga
melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan
tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor
adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan
yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang
sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu
pelanggaran yang diadukan.

r. Saksi adalah pihak yang diajukan oleh Pelapor atau Terlapor atau
yang menurut tim pemeriksa dianggap perlu untuk didengar
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keterangannya karena dipandang mengetahui atau memiliki
informasi tentang terjadinya suatu pelanggaran.

s. Ahli adalah pihak yang diajukan oleh Pelapor atau Terlapor atau
yang diminta oleh tim pemeriksa untuk memberikan pendapat
sesuai dengan keahliannya.

t. Pendamping adalah orang yang ditunjuk oleh Pelapor dan/atau
Terlapor dikarenakan keterbatasan fisik atau bahasa atas
persetujuan tim pemeriksa untuk mendampingi selama
pemeriksaan.

u. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

v. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) adalah aplikasi pengelolaan
Pengaduan yang disediakan oleh Bawas.

w. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) adalah
merupakan informasi data kepegawaian berbasis elektronik di
Pengadilan;

x. Hari adalah hari kerja.

B. TUJUAN

Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan
baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan,
maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga
peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan meningkat.

C. SALURAN PENGADUAN

Pengaduan melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat
disampaikan:

X L

a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung:
https://siwas.mahkamahagung.go.id/

b. surat elektronik (e-mail) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya:
pengaduan@pn.palangkaraya.go.id;

c. faksimile, dengan nomor Faks: (0536) 3221940
d. telepon, dengan nomor Telp: (0536) 3221940

e. meja Pengaduan pada layanan PTSP Pengadilan Negeri
Palangkaraya;

f. surat; dialamatkan:
Pengadilan Negeri Palangkaraya,
J1. P. Diponegoro Nomor 21 Kota Palangkaraya,
Kalimantan Tengah 73111;

g. kotak Pengaduan, disediakan pada lobby Pengadilan Negeri
Palangkaraya;
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D. PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Terintegrasi, yaitu bahwa semua Pengaduan yang diterima
melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya, harus dimasukkan ke
dalam aplikasi SIWAS baik oleh Pelapor secara mandiri maupun
secara elektronik atau oleh petugas meja Pengaduan pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Objektivitas, yaitu bahwa penanganan Pengaduan dan tindak
lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan kriteria
yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan
berdasarkan kepentingan.

Efektif, efisien dan ekonomis, yaitu agar penanganan
Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dilakukan
secara tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya
dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi, yaitu bahwa pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui tahapan dari proses penanganan Pengaduan dan
tindak lanjutnya.

Akuntabilitas, yaitu bahwa proses penanganan Pengaduan dan
tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
prosedur yang berlaku.

Kerahasiaan, adalah sikap kehati-hatian dalam penanganan
Pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan
kerahasiaan materi Pelaporan termasuk surat menyurat dan
berkas penanganan Pengaduan sampai dengan adanya
keputusan terbukti atau tidaknya suatu Pengaduan sebagai
upaya perlindungan terhadap Pelapor.

Adil adalah bahwa dalam penanganan Pengaduan, baik Pelapor,
Terlapor, pihak terkait maupun Saksi, mendapatkan perlakuan
yang sama.

Non diskriminatif adalah dalam penanganan Pengaduan tidak
membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras
dan golongan.

Independensi yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan
bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Netralitas yaitu setiap penanganan Pengaduan dilaksanakan
dengan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan
siapapun dan apapun.

Kepastian hukum yaitu dalam setiap penanganan Pengaduan
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Profesionalitas yaitu bahwa aparat pengawasan melaksanakan
tugasnya dengan mengutamakan keahlian.

Proporsionalitas yaitu bahwa dalam penanganan Pengaduan
diutamakan keseimbangan kepentingan pihak-pihak dalam
penanganan Pengaduan.

Menjunjung tinggi independensi peradilan yaitu bahwa dalam
proses penanganan Pengaduan sedapat mungkin tetap menjaga
independensi peradilan.
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E. KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

1.

Pengadilan Negeri Palangkaraya menangani administrasi
Pengaduan baik yang ditujukan langsung kepada Pengadilan
Negeri Palangkaraya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan
dengan hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara.

. Dalam hal suatu Pengaduan ditujukan kepada Pimpinan

Mahkamah Agung atau Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya,
Pengadilan Negeri Palangkaraya hanya berwenang untuk
menerima dan mencatat Pengaduan tersebut, selanjutnya
Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib meneruskan Pengaduan
tersebut kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi
Palangkaraya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sejak Pengaduan diterima.

Dalam rangka pengawasan melekat ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di atas tidak mengurangi
kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk
penegakan disiplin Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana
ketentuan yang berlaku.

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib menyampaikan setiap
perkembangan penanganan Pengaduan kepada Badan
Pengawasan melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

F. PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN

1.

3.

X L

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis kepada
Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Meja Pengaduan dan/atau
secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

. Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan:

a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan,
dengan menunjukkan indentitas diri.

b. petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke
dalam aplikasi SIWAS MA-RI.

c. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register
Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut
penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:
a. identitas Pelapor;
b. identitas Terlapor jelas;

c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan
waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan,
bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila
perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan
suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor
perkara;

d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung
Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau
keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak
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pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk
memperkuat Pengaduan Pelapor; dan

e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan
tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan
dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan
pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke
Badan Pengawasan apabila diperlukan.

4. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

a. identitas Pelapor;
b. identitas Terlapor jelas;

c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan
yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara
maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;

d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung
Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau
keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak
pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk
memperkuat Pengaduan Pelapor.

e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara
lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan
memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

G. REGISTRASI PENGADUAN

1.

2.

Setiap Pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui
aplikasi SIWAS MA-RI.

Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk
melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan penerima
laporan.

Petugas meja Pengaduan pada Pengadilan yang menerima
Pengaduan wajib memasukkan ke dalam Aplikasi SIWAS MA-RI,
paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan.

Petugas Meja Pengaduan yang tidak memasukkan atau
memasukkan informasi Pengaduan tidak sebagaimana mestinya
dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan.

H. HAK PELAPOR DAN TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN

1.

3

Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk:
a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;

b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan
keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

c. mendapatkan informasi mengenai tahapan
laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan
Terlapor dalam pemeriksaan;

e. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan

mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.
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2. Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:

a.

b.

membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan
Saksi dan alat bukti lain;

mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan
keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan
Pelapor dalam pemeriksaan,;

meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan

e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa

Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

3. Konsekuensi terlapor

a.

Dalam hal Terlapor dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut
secara patut, tidak hadir atau hadir tetapi tidak mau
diperiksa, maka Terlapor dianggap tidak menggunakan
haknya untuk membela diri dan pemeriksaan dilanjutkan.

Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani berita acara
pemeriksaan, maka dicatat dan berita acara pemeriksaan
tetap sah.

Dalam proses pemeriksaan penegakkan Kode Etik, disiplin
Pegawai Negeri Sipil, maladministrasi dan pelayanan publik
dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan Negara dan
Barang Milik Negara, tidak diperbolehkan didampingi oleh
Kuasa Hukum, kecuali pihak lain sebagai pendamping atas
permintaan Pelapor dan/atau Terlapor dengan persetujuan
Ketua Tim Pemeriksa.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Dalam hal Pengadilan Negeri Palangkaraya melakukan
pemeriksaan atas dasar delegasi dari Badan Pengawasan,
Laporan Hasil Pemeriksaan harus disampaikan kepada Kepala
Badan Pengawasan Mahkamah Agung selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah selesainya pemeriksaan melalui aplikasi
SIWAS MA-RI, paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

C.

Ringkasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
Dasar melakukan pemeriksaan.

Susunan tim, tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi
pemeriksaan.

Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan berupa Kesimpulan, fakta dan
rekomendasi.

informasi rahasia apabila ada.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan melampirkan:

a.
b.

C.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Berita Acara Pemeriksaan;
Surat Tugas;

Surat panggilan;

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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d. disposisi-disposisi;

e. dokumen-dokumen hasil pemeriksaan, termasuk dokumen
yang berupa foto, rekaman film, atau rekaman suara; serta

f. dokumen lain-lain yang dianggap perlu.

J. PELAPORAN DAN PENGARSIPAN

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya wajib mendokumentasikan surat-
surat dan berkas Pengaduan.

2. Setiap berkas Pengaduan disusun secara kronologis dan
dilengkapi dengan daftar isi.

3. Panitera cq. Panitera Muda Hukum bertanggungjawab terhadap
pendokumentasian berkas Pengaduan pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya.

K. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO

patat — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
¢ ," Sertifikasi cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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